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ABSTRAK 

Pemenuhan kebutuhan telekomunikasi salah satunya adalah dengan pemasangan 

tiang penyangga fiber optic. Untuk pemasangan tiang penyangga fiber optic ini 

diperlukan lahan atau tanah. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 

Tentang Telekomunikasi dijelaskan terkait aturan mengenai pemasangan tiang 

penyangga fiber optic yang memanfatkan tanah masyarakat yaitu“Penyelenggara 

telekomuniksi dapat memanfatkan atau melintasi tanah dan atau bangunan milik 

perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan 

telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara para pihak.” Sehingga 

berdasarkan Pasal tersebut maka dalam penyelenggaraan telekomunikasi pihak 

telekomunikasi wajib terlebih dahulu mempeoleh izin dari pihak pemilik lahan agar 

terpenuhinya aturan hukum ini, jika tidak tentu pihak telekomunikasi dapat disebut 

telah melanggar aturan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 

Tentang Telekomunikasi ini. Namun faktanya sekarang ini justru banyak diberitakan 

di media hal ini dilakukan tanpa persetujuan pihak pemilik lahan sehingga banyak 

pihak yang merasa dirugikan. Hal ini seringkali mengundang konflik dengan pemilik 

lahan karna bukan hanya mengganggu pemilik lahan atau merusak kenyamanan, 

tiang ini juga  merusak estetika apalagi sering kali di pasang di depan pekarangan 

rumah atau toko, sering juga berdekatan dengan tiang-tiang listrik lain yang 

menyebabkan lingkungan sulit di tata. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

pertama, bagaimana pemberian izin pendirian tiang penyangga fiber optic di 

Kenagarian Koto Tinggi. Kedua bagaimana permasalahan dalam pendirian tiang 

penyangga fiber optic di Kenagarian Koto Tinggi. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah yuridis empirik. Teknik pengumpulan data adalah dengan melakukan 

wawancara. Jenis data yang diperoleh dan dianalisis dengan cara kualitatif, data yang 

disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian dalam pembahasan menjelaskan bahwa 

pihak telkom memperoleh izin secara lisan dari pemerintah nagari, dalam pendirian 

tiang penyangga fiber optic pihak telkom melakukan izin kepada masyarakat tanpa 

menjelaskan bahwa masyarakat tersebut berhak menolak tiang tersebut didirikan di 

tanahnya. Adanya penyederhanaan proses perizinan yang dilakukan karena aturan 

hukum masih bersifat umum atau tidak ada perda khusus yang mengatur inilah yang 

menyebabkan berbagai pihak mengartikan secara berbeda Pasal tersebut. Seringkali 

terjadi sengketa yang merugikan pemilik lahan namun penanganan dari pihak telkom 

tidak maksimal. 
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